BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ooA /2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018,
terutama berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
perlu menetapkan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah
Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Pergturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 60);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor 43);
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MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pejabat Kuasa Bendahara Umum sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

¢. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

€. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang daerah;

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

1. melakukan penagihan piutang daerah.

: Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Bendahara Umum Daerah.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018.

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal A Jdanuan 2018
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Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kalsel) di Banjarbaru.

2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong
(Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.

4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

S. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.




DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 004 /2018
TANGGAL A Jdanuvan 2018

No. Nama /NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan Tugas Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah TandaTangan Paraf
1 2 3 4 5
1. | MASRIAN NOR, S.Sos 1.1.  Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan | 1 1 *

NIP. 19740517 199403 1 004 APBD;
Penata Tingkat I (I1I/d) 1.2. Melakukan Pengendalian APBD.
Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong
2 2
2. | H. SUBQI, S.Sos, MAP 2.1. Menyiapkan Anggaran Kas

NIP. 19631121 198503 1 013 2.2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
Pembina (IV/a) 2.3. Menerbitkan Surat Permintaan Pencaiaran Dana (SP2D);
Kepala Bidang Perbendaharaan pada | 2.4. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
Badan Pengelola Keuangan dan Aset pelaksanaan APBD;
Daerah Kabupaten Tabalong 2.5. Menyimpan uang daerah;

2.6. Melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi daerah; Melakukan
pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

\\/




2 3
CECEP KOMARUDIN PERCEKA, SE, ME 3.1. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 3.
NIP. 19701228 200003 1 005 APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
Pembina (IV/a) yang ditunjuk; :
Kepala Bidang Akuntansi pada Badan | 3.2, Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan \\JA
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah daerah;
Kabupaten Tabalong 3.3. Menyajikan informasi keuangan daerah.
HUSIN ANSARI, SE, ME. 4.1. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan 4.
NIP. 19800610 200501 1 014 daerah;
Penata Tk.I (IlI/d) 4.2. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah pemerintah daerah;
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset | 4.3, Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

Daerah Kabupaten Tabalong

penghapusan barang milik daerah.
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